
Menimbarlg

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 20 12

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

a. balwa dengan semangat dan tanggung jawab otonomi
Daerah untuk mengatur dan megurus kepentingan
daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih
memberdayakan masya.rakat, dipandang perlu
membentuk Badan Usala Milik Daerah;

b. bahwa dalam rangka mempercepat proses
pembangunan Daerah dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur sebagai
tanggun&iawab Pemerintah Daera}I Luwu Timur, maka
salah satu alternatif dibentuklah Badajr Usaha Milik
Daera}!;

c. bahwa pembentukan Badan Usaia Milik Daerah
dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam
mensukseskal proses pembangunan sebagaimala
na.fas da.ri prinsip perekonomian nasional yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Nomor 30 Tahun 2OO5 tentang Pendirian Perusalaar
Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dan
Peraturan Daerah Nomor 1 Ta-tlun 2006 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi
tuntutan perkembangan dan kemajuan perekonomian
daerah dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan
dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya ekonomi di
Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk
melengkapi keberadaan peraturan daera-tl tersebut,
dengan peraturan daerah mengenai pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah dalam daerai Kabupaten Luwu
Timur yang lebih selaras dengan tuntutan jaman sesuai
aturar perundang-undangan yang berlalu;

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaia Milik
Daera-h;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tenrang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lemba,ran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambaian
Lembarar Negara Republik Indonesia 2387);

Undallg-Undartg Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan LembaIan Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor I Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan lndustri (Lemba-ran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambaha! Lembarar
NegaIa Republik Indonesia Nomor 3346);

Unda.ng-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Pra.ktek Monopoli dar Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan {Lembararl Negara Republik Indonesia
Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 86, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 3O T'ahun 2000 tentang
Rahasia Dagang (Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2O0O Nomor 242, Tambahan Lemba.ran Negara
Republik Indonesia Nomor 4O45);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O);

Undang-Undang Nomor 13 Talun 2OO3 tentang
Ketenagal<erjaan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangal Negam (Lembaran Negara Republik Indonesia
]ahu1-._2Qo3 Nomor 47, Tambahan Lemba-ran Nega-ra
Republik lndonesia Nomor 4286);
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bahwa berdasat:kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaar Daerah {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor lO, Tambaian
Lembaran Negar.a Republik Indonesia 2387);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembara;n Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembarar Negara
Republik lndonesia Nomor 3274);

Undang-Undarg Nomor I Talun 1987 tentang l(ama-r
Dagang dan tndustri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambaian Lemba-ran
NegaJa Republik Indonesia Nomor 3346);

Undaag-Undalg Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangar
Pral<tek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
tndonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 4l TaIun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lemba-ran Negara
Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO0 tentang
Raiasia Dagarg (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 242, Tambahan Lembaran Nega.ra
Republik lndonesia Nomor 4045);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur darl Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbarail
Negara Republik lndonesia Tahun 2oo3 Nomor 27,
Tambahart l,embara;t Nega,ra Republik Indonesia Nomor
427Olt

Undang-Undang Nomor 13 Talun 2003 tentang
Ketenagakerjaan {Lemba,rar Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaJa
Republik lndonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Ta-hun 2003 tentang
Keuangar Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba-ran Nega,ra
Republik Indonesia Nomor 4286);
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11. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Nega.ra (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal l,emba.rar
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangar Nega.ra (lfmbaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambaian Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 44O0);

13. Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahal Lembara!
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembara,n Nega,ra Republik Indonesia 4844);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (l,€mbaran Nega.ra Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lemba-ran NegaJa
Nomor Republik Indonesia 4724);

15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentallg
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil da-n Menengah (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambalan Lembaran
NegaJa Republik lndonesia Nomor 4866);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta-ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
P€ngelolaan Barang Mitik Negara/Daerah (Lembarai
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi
4609].;

20. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OO7 tenranaPembagian Urusan pemerintahan Anra-ra p._.ii"i;l
Pemerintahan Daerah provinsi Oan pemerintafran OaeJi
Sabupaten/Kota (Lembaran tegara nepubiik I"a-r*J,Taiun 20Ol Nomor 92. ramb-anar Ll,_U*"" N.**IRepublik Indonesia Nomor 4737); - '---*r .\6..q

21. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tenhnePengelolaan Uang Negara/Dae.arr rr_emu"."" rv"lljiRepubtik Indonesia Tahun 2O07 rV"riror 83, 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor SO Tahun 2OO7 tentang
Tata Cara Pelal<sanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2OO7 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
476th

23. Peraturar Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nana perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 96, Tambaian Lemba,ra,n Negara Republik
Indonesia Nomor 5244);

24. Peraturan Pemerintal Nomor 1 Tahun 2OO8 Tentang
Investasi Pemerinta_h (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 14, Tambahan l,embaran
NegaJa Republik Indonesia Nomor 4812) Peratura!
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan
Lemba.ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5261);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30
Tahun 2OO5 tentang Pendiria! Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO5 Nomor 3O);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daera-tl
Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tairun 2006 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Ke\ /ena-ngan Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

28, Peraturan Daera-tr Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
{Lembaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008
Nomor 1 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerai Kabupaten Luwu Timur (Lembaral DaerzrJ:
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

30. Peraturan Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2OO9 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Daerai (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersa-rna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalaln Peraturall Daerah ini yang dimaksud denga.n :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemedntah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerai sebagai

unsur penyelengga-ra Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraar urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daera}l da;rl DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dinprinsip Nega.ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimala dimkasud
da.lam Undang-Undang Dasar Nega.ra Republik Indone;ia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Ral<yat Daerai Kabupaten Luwu Timur, yang
selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daera_h
sebagai unsur penyelengga-ra Peme.intaiar Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selarjutnya disingkat BUMD, adalah
ada.lah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah
Daerah, dengan bentuk Badan Hukum perseroan Terbatas (pI) dan/atau
Perusahaan Daerai (PD).

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan
hukum yalg merupakan persekutuan modal, didirikar berdasarkan
perjanjiaa, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasa,r ya-ng
seluruhnya terbagi dalam sa-ham dan memenuhi persyaratan
berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.

8. Perusa-haan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah semua
perusaltaan yang didirikan berdasarkan Undang-Unda-ng Nomor 5 Tahun
1962 ya,]g modalnya untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yajlg
dipisahkar kecua.li jika ditentukai lain.

9. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau
Perusahaan Daerah.

10. Angga.ran Dasar dan Anggaran Rumah Talgga yang selanjutnya disebut
AD/ART adalah Angga-ran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Perseroan
Terbatas (PI) da!/atau Perusahaan Daerah (PD).

11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertaka! sahamnya
dalarn BUMD.

12. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran
Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas
ditentukan lain;

13. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab
penuh atas pengumsan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD
serta mewal<ili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

14. Dewan Komisaris adalai unsur BUMD yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dar atau khusus serta memberikan nasehat
kepada Direksi dalam menjalankarl BUMD.

15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

sahkan untuk digunakan dalarn penyertaan modal usaha pada
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16. Pihak Ketiga adalah lnstansi dan/atau Badan Usaha dan atau
Perseorangan yang berada di lua,r organisasi Pemerintah Daerah,
anta.ra lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerai yang Lain, Bada-n Usaia
lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha
Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

RAR II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pa sal 2

Peraturan Daerai tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
dimaksudkan sebagai dasar untuk mendirikan badan usaia berbentuk
Badan Hukum milik daerah yang bergerak dalam bidang yang sesua.i dengan
kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat, serta membantu menggerakkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilal<sarakan
secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan
Peraturan Perundang-undanga! yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pa sal 4

(1) Dengan Peraturan Daera-h ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha
Milik Daera-h.

i2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbadan hukum Perseroan Terbatas (Pl) dart/atau Perusahaan
Daemh.

(3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati berdasarka! ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Dalam ha] pendirian bada! Usaha haJus meodapat persetuiuan DPRD.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Badan Usa-ha Milik Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Luwu Timur dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit yang
ditetapkan oleh pengurus.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6
(1) Kegiatan badan Usaha sebagaima-na dimaksud dalam pasal 3 meliputi

usaha_ yang menjadi kewenalgan daerah s."ual Oe"g; peraturanperundang- undangaJl yang berlaku.
{2) Rincian usaha sebagaimala dima}sud pada ayat (1) diatur dalam Akta
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BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1) Moda.l Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pass_t 4 ayar (21
ditetapkan sesuai dengan Perturan perundalg-undangan yang berlaku.

(2) Komposisi Moda-l Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekura_ng-kurangnya
5lo/o.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik berupa
penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahutu mendapat
persetujuan DPRD.

BAB VIt

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal I
(1) Prosedur, persya-ratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan

wewenang serta pemberhentian pengurus badan Usaha Milik Daerah.
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalarn hal pengangkatan Pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu
dilakukan fit arui proper ,esl yang dilal<ukan oleh Tim Independen
dengan Keputusan Bupati.

(1)

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 10

Tahun Buku badan Usaha adalah Tahun Takwim.

12) Pengesahal rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam
AD/ART.

Rencana Keda dan Anggaran sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

harus dilakukal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun
buku berakhir.

(3)

Pasal 1 I

setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan
saiaan yang terdiri da,ri Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
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(2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku Badan Usaha, pengurus
Badan Usaha menlrusun laporan sesuai dengan ketentuan dalam
AD/ART ketentuan peraturan perundang-undangan yarlg berlaku
yang ditandatangani oleh semua al}ggota Direk;i dan Komisaris
untuk diajukar dalam RUPS tahunan;

(3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS
memberikan pembebasan talggung jawab kepada Direksi dan Dewan
Komisaris lacquit et de clwlge dan toestemin{).

BAB Ix
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN I.A.BA BERSIH

Pasal 12

Penetapa.n dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalafi AD /ART Badan
Usaha.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN ALIHAN

Pasal 13

Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan Badan Usaha terlebih
da-hulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI

LIKUIDASI

Pasal 14

Tata caJa likuidasi Badan Usaha berpedoman pada Peraturan Perundang
undangan yallg berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melalukan pembinaan terhadap BUMD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 16

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati
melakukan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan
perunda-ng-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu
Timur (Lemba-rarl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30)
dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2006
tentarg Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur (lfmbaran

ral.I Kab upaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 1) dinyatalan tetap

a

PARAF}IIi:
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berls.ku pada tangga.l diunda,ngkarl;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, i- j"irj. :a,-
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI

Diundangkan di Ma1ili

pada tanggal ". - i : ..

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

-'=

BAHzu SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR E.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggungiawab sertamempercepat proses pembangunan dan
pertumbuhan perekonomian daerair, untuk meningkatkan pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur diperlukan upaya-upaya dall
usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tairun 2004
tentang Pemerintahan Daera}I dan Pasal 6 ayat {1) Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2OO4 tenta.ng Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan Asli Daerah
dapat bersumber dad Pajat Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaal Daerah Yar]g Dipisahkan, dan Lain,lain pendapatan
Asli Daerah yang sai.

Dari hasil Pendapatai Asli Daerah selama ini, dirasa_kan masih
belum cukup memadai dalam membiayai pembangunar Kabupaten Luwu
Timur. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggap
perlu mengadakan usaha-usaha yang lebih inovatif dan realistis, guna
menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang Iebih tepat
dan memungkinkar] serta dapat diandalkan untuk menambatr sumber
pendapatan daerah adalah mengelola pengusahaar dengan prinsip
ekonomi perusahaar dengan membentuk sejumlah Badan Usaha Mllik
Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Badan Usaha Milik Daeral (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar
modalnya berasal kekayaal daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu
peiaku ekonomi, dalam sistem perekonomian daerah, disamping usaha
swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional dan daeralr,
BUMD ikut berperan menghasilkan baratg dat/ atau jasa yang diperlukarr
dalam rangka mewujudkan sebesar-besalnya kemakmuran raLf,at.

Peran BUMD dirasakan sematin penting sebagai pelopor atau perintis
dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu
BUMD juga dapat mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan
publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membartu
pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMD juga merupakan salah satu
sumber penerimaar daerah yarrg signifikan dalam bentuk berbagai jenis
pendapatan asli daerah, pajak daerah dan dividen.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapata! Asli Daerah
Kabupaten Luwu Timur yang memadai, melalui hasil pengelolaa!
kekayaan daerah yarlg dipisahkal tersebut, dilakukan anta.ra lain
melalui pembentukan sejumlall Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam

u n Luwu Timur. Pendirian BUMD di daerah Kabupaten Luwu
ini diharapkan ikut berperar dalarn menghasilkan baiang

u jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkal sebesar-besarnya
PARAFHIT:
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Oleh karena itu, keberadaan BUMD di Kabupaten Luwu Timur ini
dapat melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agribisnis-
agroindustri, industri perdesaan, konstruksi, properti, konsultan,
jasa/perdagargan, telekomunikasi, perhubungan (tratsportasi darat, laut
dal udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanar,
pa,riwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, permodalan
(investasi), asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya
ekstensifikasi pendapatan daerai maupun untuk memenuhi kebutuhan
masya.ra.kat.

Keberadaa! Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30
Tahun 2005 tentang Pendirian Perusaiaan Daerah Air Minum
Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 20O6
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada
kenyataannya belum dapat memenuhi dinamika percepatan pembangunan
ekonomi daerah, termasuk kebutuhan meningkatka,n pelayanar publik di.
bidang ekonomi kepada masyarakat di daerah ini.

Dengan demikian, diperlukar peraturan daerah yang menjadi dasar
pendida! BUMD di bidarg-bidang lain ya.ng dapat mengelola potensi
sumberdaya ekonomi daerah, sebagai badan usaha diupayal<an untuk
tetap malldiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjarg
kelangsungan usahanya guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dal! mampu
mempertahankan keberadaannya dala-rn perkembangan ekonomi dunia
yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, diperlukan upaya
pengaturan untuk menumbuhkan budaya profesionalisme anta,ra lain
melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan
berdasa,rkan prinsip-prinsip tata-kelola perusaiaan yang baik lgood
corpolate gouemqnce).

II- PASAL DEMI PASAL

Pasa.l 1

Angka 1

Cukup jelas.

f.Iw.ka2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

I,]ryka7
Perseroan Terbatas yang dimal<sud adalah bentuk BUMD yalg
didirikal berdasarkan Undang-undarg Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Angka 8

PARAF HIi- I 
^

rusahaan Daerah Yang dimaksud adalah bentuk BUMD Yang
berdasarkan Peraturarl Daerah lainnya, sebelum Peraturan

Scl:dr

I

IT HI

ini ditetapkan.
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An8ka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 1 1

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan persetujuan DPRD pada ayat ini, ditetapkan
melalui Peraturan Daerah sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat l2l
sud dengan pemberlakuan fit and propert res, (uji kepatutan

) untuk mendapatkan pengurus BUMD yarg mempunyaiPARAT iiI'IL\ l.4I1g
oaII .B

r,f*-il*g-,
Asi. i l(

puan profesional dan memiliki integritas
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Pasal lO

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat { 1)

Cukup jelas.

Ayat {2)
Jajaran Direksi dan Komisaris adalah pengurus inti BUMD yang
bertanggungjawab dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ayat (3)

lstilah acquit et d.e charge ada)ah konsep mengenai pengejawantahan dad
pafa pemilik suatu perseroan, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggungiawab sepenuhnya atas perka-ra pidana, kepada
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisa-ris Perseroan atas tindakar
penguiusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku yarg telah diaudit atau telah dipertanggungjawabkan, sejauh
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin da]a.In Lapora!
Ta}Iunar dair Perhitunga-n Tahunan (l,aporar Keuangan) yang
disampaikan oleh pihak Direksi dan Komisaris, setela.h mela.lui
pemeriksaan auditor eksternal independen.

Sedangkan toesteming, dalam hal ini, adalah pemikiran yang sah secara
perdata dalam konsep persetujuan pa-ra pihak secara umum, yang adalah
salah satu a.lasan untuk menghapuskal sifat melawan hukum dai satu
perbuatan yang semula dianggap bersifat melawan hukum. Persetujuar
toesteming dalam RUPS adalal bentuk pemberian Uin da-ri yartg
menderita kerugian untuk menghapus semua unsur melawan hukum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasa.l 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jetas.

Pasal 18

Cukup jelas.




